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1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

Mengingat 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan 
Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten 
Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Ka bu paten Batang Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 
2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan 
Program atau Satuan Pendidikan; 

BUPATI BATANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN 
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR \ TAHUN 2020 

BUPATI BATANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 



2 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
13 . 

NPo-~r~ RPnn hlilr T nrlonPQl~ Non,or c;h 7Q) · -·-o---- ---.r------- ----------- -·------ --· -,, 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 
NPu:::m=i RPnuhlik Indoriesia Ta hrm 1 Q88 Nomor 4?.. -<,.,;,-- ··- -.L·· -- - -· - .. - ... -- ··- - - - -· - / 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3381); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 
nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 201 7 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6058); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157j; 

12. Peraturan Pemerintrah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
p,,.r,::,-h1-r,::,.,... p,,.-,.n,,.-r,.,...+,::,h l\Tn~nr l'),1 'T'al..11.,... '1()1 Q +,,..,...+,,.,..,,... 
.L V.L~l,........._.L~.&. .L '-'.L..&..LV..L..L.L.1.1,..1.A..L..I.. .1.-....._,..L-L.L"-'..L ""-" I .L'LA,..L.L........_.L.L ""''-'..L..._,, L'-'.L.LL'--'-1..LE:, 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaJil· 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
+,,.1,,h rl-i11lv,h l-,.,,.1-,.,,..,.,::,,-,.,::, lral-i i-A-ralrl..-ir ,-1,,..,...,,.,::,.,... TT.,..,,-1,::,.,...n_ 
1,,..'-".LL4,..1...L '-4.L\,A. ,._,,~.&. ~VJ..J'-'.L '-4._t,'I.A. .Ll,..'1.,.,L..L..1. L-'-'.L L4..J.l,...L.L.L..I.. '-..t.V.&...1.f:,'-4.L.L '-"' .L.L'-..&..1.A..L..LE:, 
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PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, 
PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN PROGRAM ATAU 
SATUAN PENDIDIKAN. 

MEMUTUSKAN: 

Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 877); 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan 
PPnntnn~n ~~tn~n PPnrlirHk-~n n~~~r rl~n MPnPno-~h - ------r-- ------- - ------------ ----- ---- ---------0--- 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
607); 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak 
lJsi~ Dini (RP.rit~ NP.P-~r~ RP.n11hlik TnclonP.si~ T~ hrm ?.O 14 - - . - \ - - - - - (...;). - - . - ..... - - - -- - - - - - - - - - - 

Nomor 1279); 
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1668); 

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1687); 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 
Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
896); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang 
Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 
1); 

21. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16); 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 
'T'<:>h11n '){)1 ".l +t:>,...t-<:>nr< p.,.,...,-1.;,...;_,.,... <::<:>t-11,:,n p,,,.,...,-1.;,..:i.;1,,..,,,... 

.I. c.4.&...L ........ ..L.L ""'v ...... '-.I \.."".1..L\A.A...1..Lf:, .&. '-'.&..l.'-4.1..1.. .1................ .....,IA."-t..A..'-A..&..L .&. '-'.&..&.'-.&..1.\,.4.L.&.~ .............. 

Menetapkan 



4 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang. 
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. 
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang 

fi. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Batang. 

7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang; 
8. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
9. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 

10. Pendirian satuan pendidikan adalah proses atau cara mendirikan satuan 
pendidikan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pada satuan 
pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 

11. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan anak usia dini, satuan 
pendidikan dasar dan satuan pendidikan nonformal. 

12. Satuan pendidikan anak usia dini adalah kelompok layanan pendidikan 
yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang 
berbentuk taman kanak-kanak dan jalur nonformal yang berbentuk 
kelompok bermain/tempat penitipan anak/satuan pendidikan anak usia 
dini sejenis, program pendidikan anak usia dini pada sanggar kegiatan 
belajar dan/ atau satuan pendidikan nonformal lainnya sebagai suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 
usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 
lebih lanjut. 

13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang 
menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 
(enam) tahun, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 
lebih lanjut. 

14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal 
yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain 
sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang 
memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak. 

15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal 
yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain 
sambil belajar bagi anak usia O (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan 
prioritas anak usia O (nol) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan 
aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak. 

16. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal 
yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain 
sambil belajar bagi anak usia O (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat 
r11oolo......,ntYf")ir,:,lr'3.,..._ HQlom h,::,..,.....+11lr -n.rl"'\tTT"".:>m c,,::..rc-ro m,:,nr11M c+,::,11 +o.,....;.,.....+onr,:,c,.; 
'-4.&.IJ'-".&.'-".&..LE,6""-L L.4...L~~.I. '"-'&.c...LI.L4...L.&..&. ,._,V.L.L "'\,,4..1.'1,.. .l-'.I. \,JIE,.&. L4...L ... .&. V'-'VL4...&. L4.. .L ... .LL4...l..l.'-4.I..L ..&. L.4..._.L4..t..4.. L'-".L .I..L.&.1..Vt:).&. L4..IJ.L 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, 

19. Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah 
adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola SD, SMP, 
TK, Satuan PAUD Nonformal atau Satuan Pendidikan Nonformal lainnya, 
atau pamong belajar yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola 
8:::inP'P:::ir KP.Pi:::it:::in Bela ia r hPrci:::is:::irk:::in kereri+u an nP.r:::itnr:::in nP.run<i:::inP- - - - ~-- _,(J_____ - -~-- -- ------- -- --- ----- .i.-- ----- --· .1.·- -- ---· <....;;, 

undangan. 
20. Pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di 

luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 
berjenjang. 

21. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan program pendidikan nonformal. 

22. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan 
pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang 
memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan 
sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, 
usaha mandiri, dan/ a tau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi. 

23. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas 
sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi 
pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan 
mutu dan taraf kehidupannya. 

24. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah 
satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan 
belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, 
oleh, dan untuk masyarakat. 

25. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang 
menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak 
mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. 

26. Program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang 
diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan 
kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, 
pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, 
serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 
kemampuan peserta didik. 

27. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan 
nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, 
kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau 
usaha mandiri. 

28. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pendidikan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

')Q o ... rv ...... ,,,m p.,....,,:i;,1;1 ... .,. ..... lr.o-n.omnrl,:,,:,..-, arl,:,lo'h -n-rnn..-,:,m -n.o ..... rl,rl,lro .......... ,.., ..... f,.., ... m,:,l 
,t&,.,,..; • .1. .1. VE:,.L I.A..&..&..&. .&. '-'.1..&.'-'&..&.'-A..L..1.'!1...1..4..l..l. .&.'Ir,,,""-" l-''-'.L.A..l.to..A..'-A.1.A..'""-'-.&. 4.A.'\,.A.t..A. .... I.A...&..&. f".I. Vl:).1.1.A,,..A. .... .1. j:JV.l..1.'-'-.l.'-'&..l..a.,._._......1...1. .&..I.V.1...1...&.V.a.. 4.&..J.I.A..&. 

18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari 
SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari basil belajar yang 

dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan ya~· 
ada di masyarakat. 

17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk 
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 
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e. 
d. 
c. 

pendidikan; 
menjamin kepastian mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat; 
meningkatkan mutu penyelenggaraan program atau satuan pendidikan; 
mPmhPnl.!:!n l.PQPmn!:lf!:1n "U!:lnO" QPhl!:!Q-hl!:!Qn"U!:I h!:!0"1 nPnn11rl11l. llQl!:I _u_u_________ --------r---- .J ---o ------ ----- .J -~ - 0 r--------- 
sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya; 
menjamin pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program 
atau satuan pendidikan dapat dilaksanakan secara objektif, akuntabel, 
transparan dan tanpa diskriminasi; dan 
merriarnin nPnvPlPng-g-araan satuan rrerrdid ika n secara efiaien dan efek+if. 

J ..l J "'-"'-' .L 

f. 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai: 
a. dasar hukum pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan 

program atau satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah; dan 

b. pedoman dan acuan dalam melaksanakan pendirian, peru bahan, 
penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat 
harkat dan martabat perempuan. 

31. Program Pendidikan Keaksaraaan adalah program pendidikan nonformal 
yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk 
mPmhPnl.~:m kernampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan 
berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam 
Bahasa Indonesia. 

32. Program pendidikan ketrampilan kerja adalah program pendidikan 
nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 
nPnP"Pt:::ihn:::in. kPtPn:imnil:::in. kPr:::ik:::in:::in h idn n. rla n sik:::in u nt n k ... - - v·· --- ---- , - . - -- .a.· -- ' - - -- --.1... .. -· --.L-,, -· -- - -- .... - -- - -- 

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/ atau usaha 
mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan 
penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai 
dengan kebutuhan dunia kerja. 

33. Program Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal 
yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/Ml, SMP/MTs, dan 
SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. 

34. Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain 
berbadan hukum yang mengajukan permohonan izm pendirian, 
perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan yang 
diselenggarakan masyarakat. 

35. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah 
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 

seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaa~· 
keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, 
serta kewirausahaan. 

30. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program 
T'\AT'lr1;r1;1.,,..f".'II.,.., .,.....n.,..,.fnrmal -,.T~'t"1<Y ,-l;c,1,Al#3.T'IO'l'Yf".'ll"t"'o1Ton 'l'IT'li-111, m.omh.oMl,a,..... 
.t'V.A..1."'4.&."-A..&..Lll,,L4.,..1...&. .&..A.'\J.L.L.l.'\J'.L .L.L.1..1.A..L .) 1.A..L.&.l:) '-l...l.\.>V..1..V.L..Lf:,,f:,L4...1.. «.A.&.ll,,I.A..&..L \..4...L.a. ~"""'.&.~ .1..&..LV.L ... .&.t..lV.L .&..Lll,,I.A..&...L 
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Paragraf Kedua 
Persyaratan 

Pasal 6 

e. Badan hukum. 
(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d wajib 
mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte 
pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai 
tujuan kelompok orang yang bersangkutan. 

(4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat 
rrirlaba v;:mg- herbentuk vava sari. rierktrmrru lari. ara u barla'n lain seierria. 

J ~ .I .. ,, " ..... ..... " J 

( 1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat didirikan oleh: 
a. Pemerintah Daerah; 
b. Pemerintah Desa; 
c. Orang perseorangan; 
rl v ... 1n -nnlr "~"'-nn-• .,.+.,.11 
'--&.. .... .... ""' ... ""' .t-''"'.,._ .... '-'..&. '-A...,L,l..o, '-"'-\.~"-"- 

Paragraf 1 
Subjek 
Pasal .5 

Pendirian 

BAB IV 
TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN 

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

satuan pendidikan nonformal; 
d. evaluasi penyelenggaraan; dan 
e. sanksi. 

(2) Ruang lingkup pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan 
program atau sa tuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf c meliputi: 
a. Subjek; 
b. Persyaratan; 
c. Prosedur; dan 
d. Penerbitan Izin. 

(3) Ruang lingkup pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan 
pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau 
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi 
kegiatan sebelum, proses dan sesudah pendirian perubahan, 
penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan. 

C. 

a. pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan 
pendidikan anak usia dini; 

b. pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan 
pendidikan dasar; 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 
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sesuai kapasitas yang direncanakan. 

a. surat permohonan pendirian TK ditujukan kepada Bupati Batang 
melalui DPMPTSP dan ditembuskan kepada Dinas; 

b. fotokopi identitas pendiri; 
c. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan 
d. susunan pengurus dan rincian tugasnya. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a. basil penilaian kelayakan oleh Dinas; 
b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 

(limAl +a h n n dan nalin« Iarna ?O (<inR rmh rh) t a h n ri: \ - ·1 .• " • - -· - - .a: . . U " - . . - \ -· - - - - ..1.· - - - - I • - • - - , 

c. Rencana Pencapaian Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, paling lama 3 (tiga) tahun. 

d. jaminan pembiayaan pendidikan anak usia dini paling singkat 5 (lima) 
tahun berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 
60°/o (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan kebutuhan 
rencana anggaran belanja dalam Rencana Induk Pengembangan 
Satuan Pendidikan untuk 5 (lima) tahun pertama. 

(4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
meliputi: 
a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan 

yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK yang sah atas nama 
pendiri dengan luas minimal 300 (tiga ratus) meter persegi untuk TK 
yang didirikan oleh selain Pemerin tah Daerah; 

b. untuk TK yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 
luas lahan yang digunakan adalah 500 (lima ratus) meter persegi dan 
merupakan tanah milik Pemerintah Daerah, atau tanah milik 
Pemerintah Desa yang siap digunakan untuk fasilitas pendidikan yang 
dituangkan dalam Peraturan Desa setempat serta tidak menuntut 
ganti rugi kepada Pemerintah Daerah; 

c. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam 
bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari 
kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi 
pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya 
hubungan dengan organisasi induk, kecuali untuk TK yang didirikan 
oleh Pemerintah Daerah; 

d. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK paling 
sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran; 

e. data mengenai jumlah penduduk anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) 
tahun pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan TK, radius 
jarak 500 (lima ratus) meter dengan satuan pendidikan anak usia dini 
sejenisnya serta daya tampung peserta didik; 

f. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang 
memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan 
menuru t peraturan perundang-undangan; 

g. kondisi lokasi yang akan didirikan TK harus: 
I. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah 

pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) 
karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan serta 
keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, 
sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan 

') rlol,,:,+ rl'3'1""1t"rf".l'l'"1 T"\.e>--m111.,;....,...,r::,'1""1 T"\o'f"\rl11rl11lr rlo'1""\<Y".l't""I ;,,T"nloh ~.,..,ol.,· 11C\'1".l r1;'1""1.; 
~. '-&.V.&.'lrr,.t..4,.1.,. '-4-"-".L.&.E,1.4..&..L .t-'"-'..L..L.&.\A...1..!,,,..l..&...&..1..\..A..L.&. }J"-'.&...&."""\A.."4'-A.."-"- \,...&.V..&..&.t:,IA...&..L J\A...&...1..&..&.~.L IA...&..&.11,,.4...L"'°' \A..U.1..IA.. '\..&..&..&..&...&. 

( 1) Persyaratan pendirian TK terdiri atas: 
a. persyaratan administrasi; dan 
b. persyaratan teknis. 

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
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a. surat permohonan pendirian KB, TPA atau SPS ditujukan kepada 
Bupati Batang melalui DPMPTSP dan ditembuskan kepada Dinas; 

b. fotokopi identitas pendiri; 
c. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan 
d. susunan pengurus dan rincian tugasnya. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a. hasil penilaian kelayakan oleh Dinas; 
b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 

(lirna] ra hu n rla n naliri« lama 20 Idrra nuluhl ta hu n: 
\ I .&. "--" \ .1. I ' 

c. Rencana Pencapaian Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, paling lama 3 (tiga) tahun; 

d. jaminan pembiayaan pendidikan anak usia dini paling singkat 5 (lima) 
tahun berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 
60°/o (enam puluh persen) darijumlah keseluruhan kebutuhan rencana 
anggaran belanja dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan 
Pendidikan untuk 5 (lima) tahun pertama. 

(4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
meliputi: 
a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan 

yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB, TPA atau SPS yang 
sah atas nama pendiri dengan luas minimal 300 (tiga ratus) meter 
persegi termasuk untuk arena bermain; 

b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam 
bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari 
kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi 

(1) Persyaratan pendirian KB, TPA atau SPS terdiri atas: 
a. persyaratan administrasi; dan 
b. persyaratan teknis. 

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 

Pasal 7 

3. maksud dan tujuan; 
b. kondisi umum sekolah; 
c. visi, misi dan tujuan sekolah; 
d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar 

pelayanan n,iniTT1~l pendidikan rl~n /~t~11 ~t~nrl~r n~~inn~l pendidikan; 
e. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); 
f. sasaran usia peserta didik; 
g. pendidik dan tenaga kependidikan; 
h. sarana dan prasarana; 
1, srr-nkt ur orcarrisaai: 

- - - - - . - - (..;J- - - - - - I 

J. pembiayaan; 
k. pengelolaan; 
1. peran serta masyarakat; dan 
m. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) 

tahunan. 
(6) Dokumen rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan 

TK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar 
pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Kementerian. 

(5) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat: 
a. pendahuluan, meliputi: 

1. latar belakang; 
'1 ~ <:> c":,-r h11 lr11.,,.., • 
""• '-l.f,.A,.VLI...&. .L.&.\,A...&.trrrr.'-'..&..&..a., 
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(1) Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 
ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi 
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). 

(2) Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yaitu TK 
l\lJOio.rYAM 0'3~h;..,....o 1/''3,...om,:,+,:,.,.., 'ITl'.:l"nrY' ,-1,:,no+ 't"Y'IA~h"11lrl".:l h~het.'t"'01"'\l'.."I "t"\'t""'AN-r*"li.,........, .1.,v5v.1. .a. .... V.L.L.&.fJ..L.&..LL4. .... ~"''"''""'..L.L.L ...... 1.A..A,..L.&. J 4..4,.L.Lf:> '-A..'-AJ:-'«.A.'- .l...&..&.V.&..1...1.f.J\.4..L'l..f.A. VVIJV..L iLA..fJI.A. .t,'..I. "-'E,.&. t.A..£...L.&. 

layanan pendidikan anak usia dini secara terpadu meliputi program 
taman kanak-kanak, program bermain, dan/atau program penitipan 
anak. 

(3) Dinas wajib memfasilitasi pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan 
nlPh PPrnPnnti::i h ni::ipri::i h. 

Pasal 8 

tahun pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan KB, TPA atau 
SPS, jarak dengan satuan pendidikan anak usia dini sejenisnya serta 
daya tampung peserta didik; 

e. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang 
n,pn,pnnhi nprc;im:1ri::iti::in c;iPhi::ioi:ii nPnrlirlil.r rli::in tPni::ioi::i 1...-PnPnrlirlilri::in -----------·--- r---J------ ----o- r--------- ---- -----o- ---r----------- 
menurut peraturan perundang-undangan; 

f. kondisi lokasi yang akan didirikan KB, TPA atau SPS harus: 
1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah 

pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) 
kareria dariat mP.mhAhRvAkAn drm mP.nP'P"AnP'P'lJ kP.sP.hAtAn sP.rtA --- -- ·---.1.··-- - --- "".J"" -- ---- - <...;H......:J"" ~-- --- ----- -- --- 

keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, 
sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan 

2. dekat dengan pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini 
sesuai kapasitas yang direncanakan. 

(5) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat: 
a. pendahuluan, meliputi: 

1. latar belakang; 
2. dasar hukum; 
3. maksud dan tujuan; 

b. kondisi umum sekolah; 
c. visi, misi dan tujuan sekolah; 
d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar 

pelayanan minimal pendidikan dan/ atau standar nasional pendidikan; 
e. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); 
f. sasaran usia peserta didik; 
g. pendidik dan tenaga kependidikan; 
h. sarana dan prasarana; 
1. struktur organisasi; 
J. pembiayaan; 
k. pengelolaan; 
1. peran serta masyarakat; dan 
m. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) 

tahunan. 
(6) Dokumen rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan 

KB, TPA atau SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
didasarkan pada standar pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh 
Kementerian. 

pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan 
hubungan dengan organisasi induk; 

c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB, TPA 
atau SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran; 

rl rl,:,t,:, "t'Y'l.0-nrr.on,:,1 111"t"Y"1l,:,l-, ..,...,.....,,.h,rl11lr .,.....,.,.1, 11c-1,:, () 1-n'"'ll <'"'"""'"'' F. {..,..,.,.,.""\ 
'-4• \.,A,f,..A,,.L'-A.. .L.A..L'-'.&..Lf",V.L.Lt.4..&. J"-4..&..&..&..Lt.4.&..&. ..t-'"-'.&..&.""""""'-\..4\.A..&.'1.. '-4.&..L«.A.&.11.. \.A..V..1.t.A. '-' \.&...I.\J..1./ VI.AJ...l...l._}JI.A..I. '-I \V.I..LL,,1...1...&..&./ 
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(1) Berdasarkan basil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 
b, Kepala Dinas memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan 
atas permohonan izin pendirian satuan PAUD, paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja sejak surat permohonan izin pendirian satuan PAUD diterima 
.,.,.1,,.i-. u.,...,....,1 ... n.;-n...,c, 
'-'.L'-'.L.L .l.ll..V_t,Jt.A...Lc.A. .,._,.L.&..Lc.A.loJ• 

Paragraf 4 
Penerbitan Izin Pendirian 

Pasal l O 

kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut: 
a. Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada 

Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan 
pendirian satuan PAUD dan ditembuskan kepada Kepala Dinas. 

b. Kepala n1n~~ rnPnPb~l, permohonan pendirian ~~tn~n PATTn hern~~~r'k-~n 
kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal 
se bagai beriku t: 
1) memenuhi kelengkapan administratif, dengan menyertakan: 

a) fotokopi identitas pendiri; 
h\ s11r::1t kf>tPr:mp-:::m dorrriaili dari keria la OPS:::! /111r:::i h SPtPmrn:1t: rla n 

-, - -- --- - .. - -- (..;1-- ... - ·- ---- - .... - -- -- -- - -- --, -- -- - - - - .1.· ---, -· -- 

c) susunan pengurus dan rincian tugasnya. 
2) memenuhi kelengkapan teknis, meliputi: 

a) dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan 
bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan satuan 
pendidikan anak usia dini yang sah atas nama pendiri dengan luas 
lahan sesuai dengan persyaratan pendirian; 

b) fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam 
bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari 
kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk 
organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan 
adanya hubungan dengan organisasi induk; 

c) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan 
pendidikan anak usia dini yang didirikan paling sedikit untuk 1 
(satu) tahun pelajaran; 

d) data mengenai perimbangan antara jumlah TK, KB, TPA, dan/atau 
SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah 
penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut; 

e) data mengenai perkiraan jarak TK, KB, TPA, dan/ atau SPS yang 
akan didirikan di antara TK, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat; 

f) data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK, KB, TPA, 
dan/ atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani; 

g) data mengenai kondisi lokasi yang akan didirikan satuan 
pendidikan anak usia dini; 

h) rencana induk pengembangan satuan pendidikan; 
i) jaminan pembiayaan pendidikan anak usia dini paling singkat 5 

(lima) tahun berupa deposito berjangka paling kurang tersedia 
dana sebesar 60°/o (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan 
kebutuhan rencana anggaran belanja dalam Rencana Induk 
Pengembangan Satuan Pendidikan untuk 5 (lima) tahun pertama; 
dan 

j) rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan TK, 
KB, TPA, dan/ atau SPS yang akan didirikan. 

Paragraf 3 
Prosedur 
Pasal9 
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DPMPTSP dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian 
satuan PAUD serta mengikuti prosedur pendirian satuan PAUD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ketentuan ini. 

(4) Pendiri mengajukan izm perubahan pendiri satuan PAUD 
~nt~rn,~~v~r~k-~t k-Pn~rl~ KPn~l~ nPl\tfP'T'~P rlPna~n -rnPl~-rnnirk-~n rlnk-11-rnPn -----------J------ ---r--- ---r--- -- -·-- --- ----o--- ---------r------- ----------- 
serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan 
kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD. 

(5) Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula 
diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan 
PAlJT) vane disPlPrn!PRrRkRn olPh Pemerinrah Daerah kenada Bu nari 

..) "-> ~ .i. .L 

dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8. 

(6) Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada Kepala 
DPMPTSP dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD 
yang baru. 

(7) Kepala DPMPTSP mengeluarkan Surat Perubahan Satuan PAUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) setelah mendapatkan rekomendasi 
dari Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya 
rekomendasi dari Kepala Dinas. 

(1) Perubahan satuan PAUD berupa: 
a. peru bah an nama; 
b. perubahan bentuk; 
c. perubahan pendiri antarmasyarakat; 
d. perubahan status; dan/ atau 
e. perubahan lokasi. 

(2) Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala 
DPMPTSP dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan 
keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD. 

f~\ p.,..,...,.1-; ... ; ,.,..,.o.,...{T.,.,1, l,.,..,... ;,..;.,... ..,..o-r11 "hr:1 l, .,..,... "h.o.,....i-11 lr eor:ih, .,,..., P il T Tn ln,,...,..,.,-1.,, V """""' 1.,, 
\o.J} .&. V.&..&..'t.A..1..L.&. ..&..&..&.V.L.LE,,'-4.Jt.A...L)..'"'4.L.L .A.£1..L..I..&. .t-''\.,.L \.A..._,L4..A..LL4....&..&. f.JV.&..&.L"-'l...&."lr.. ""'""'\.\,A,.'"'4..&..L .I. .l. &.""'".1....1 .l."'-'-'_tJt..A.."-4'-A .&.Jr...V.t-''-A..l.Lt. 

Bagian Kedua 
Perubahan 

Pasal 12 

(1) fain rn:mciirfon satuan PA lJD hPrl::i k11 s;:imn::ii ciPrnrnn ariariva rienca birtan 
\ J J.." - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J.." • - •. - '-'. - - - •. - - .., - - J." - - - - - - - - - - 

izin pendirian. 
(2) Kecuali setelah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin 

pendirian satuan PAUD tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7, Kepala Dinas wajib 
melaksanakan evaluasi untuk merekomendasikan pencabutan izm 
pendirian kepada Kepala DPMPTSP. 

Pasal 11 

(3) Dalam hal permohonan izin pendirian satuan PAUD direkomendasikan 
ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon diberikan kesempatan paling 
cepat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat penolakan izin pendirian 
satuan PAUD agar yang bersangkutan melengkapi dan memenuhi 
persyaratan llnh1k- <;?Pl~nj11tny~ n1aj11k-~n k-P-rnh~l,j ~P~ll~l dengan prosedur 
dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas, Kepala DPMPTSP menerbitka'AI· 
keputusan izin pendirian satuan PAUD atau penolakan izin pendirian 
satuan PAUD, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat rekomendasi 
persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD 
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a. penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan 
kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi diri satuan 
pendidikan; 

b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan minimal; 
c. jarak antara TK yang digabung saling hPrn,::•lrQtQn rbn nQ fom satu 

wilayah desa; dan 
d. dibawah penyelenggara yang sama. 

(3) Penggabungan TK dengan KB, TPA dan/ atau SPS menjadi Satuan PAUD 
Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan 
ariabil»: -- .... - -- - --· 

a. penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan 
kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi diri satuan 
pendidikan; 

b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan minimal; 
c. lokasi TK1 KB1 TPA dan/atau SPS yang digabung saling berdekatan 

dan dalam satu wilayah desa; 
d. dibawah penyelenggara yang sama; dan 
e. Satuan PAUD Terpadu yang akan diselenggarakan berbentuk TK 

dengan membuka layanan program pendidikan anak usia dini berupa: 
1. layanan program berrnain; 
2. layanan program penitipan anak; atau 
3. layanan program pendidikan anak usia dini sejenis; 

(4) Pendiri mengajukan izin pengabungan yang telah memenuhi persyaratan 
kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan berita acara penggabungan 
disertai dengan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD serta 
mengikuti prosedur pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 

(5) Penggunaan nama dari hasil penggabungan TK dengan TK, penggabungan 
KB dengan KB, dan penggabungan SPS dengan SPS dipilih salah satu 
nama TK, KB, dan SPS beserta nomor pokok sekolah nasionalnya. 

(6) Penggunaan nama dari hasil penggabungan TK dengan KB, TPA dan/atau 
SPS menjadi Satuan PAUD Terpadu berbentuk TK dengan nama TK yang 
bersangku tan beserta nomor pokok sekolah nasionalnya. 

(7) TK, KB, TPA, dan/ atau SPS yang telah digabungkan kepada TK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), maka secara 
administratif TK, KB, TPA dan SPS yang digabungkan tersebut dihapus 
beserta nomor pokok sekolah nasionalnya. 

(8) Kepala DPMPTSP mengeluarkan Surat Penggabungan Satuan PAUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi 
dari Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya 
rekomendasi dari Kepala Dinas. 

(1) Penggabungan satuan PAUD dapat dilakukan untuk: 
a. penggabungan TK dengan TK, penggabungan !(R dengan KB, 

penggabungan SPS dengan SPS; dan 
b. penggabungan TK dengan KB, TPA dan/ atau SPS menjadi satuan 

PAUD Terpadu; 
(2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 

Penggabungan 
Pasal 13 

(8) Dalam hal perrnohonan perubahan satuan PAUD direkomendasik~· 
ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon tidak dapat mengajukan 
perubahan satuan PAUD. 
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Paragraf 1 
Subjek 

Pasal 16 

Bagian Kesatu 
PA.--,-1;..; a.,... 
..... '-' .......... ~ .......... .1.'-4..&.A. 

BABV 
TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN 

SATUAN PENDIDIKAN DASAR 

(1) Izin pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan satuan 
PAUD yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP ditembuskan kepada 
Kementerian, Pemerintah Provinsi, Bupati, Kepala Dinas dan Instansi 
terkait. 

(2) Terhadap perubahan data akibat pendirian, perubahan, penggabungan 
dan penutupan satuan PAUD dalam sistem data pokok pendidikan 
nasional dilaksanakan setelah Izin pendirian, perubahan, penggabungan 
dan/atau penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterima Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

(3) Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas menyusun standar prosedur 
pelayanan dan standar operasional prosedur terhadap masing-rnasing 
tugas dalam pelaksanaan pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau 
penutupan satuan PAUD sesuai dengan kewenangan dan tugas masing­ 
masmg. 

Pasal 15 

(4) 

(1) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 
{?\ PPn11t11n~n Q~tn~n PATTn ilil~'k-n'k-~n ~n~hil~· ,-, - ------·r--- ------- - ·--- -------·---- -r-----· 

a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan 
PAUD; 

b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). 

Perru+u na n s::ttn::tn PAlJD dila kukan oleh Keria la DPMPT8P <iPnP-Rn - -----.1:·- ----·--- - -· -- -- -- - - · .. a:·· -- - -·- u·· 

mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi Kepala 
Dinas. 
Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti 
dengan: 
a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga 

kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis; 
b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada 

kepala dinas; 
c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh 

masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang 
ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan, serta 

d. penghapusan nomor pokok sekolah nasional. 

(3) 

Penutupan 
Pasal 14 

(9) Dalam hal pennohonan penggabungan satuan PAUD direkomendasika'N· 
oleh Kepala Dinas ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon tidak 
dapat mengajukan penggabungan satuan PAUD. 
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pendidikan; 

(1) Per-svara+an npnniri::in Sf) tPrtiiri ::it::is: \ , - -..1 . - - • - - - .&." • • • • - - - - -- - - - - - - • 

a. persyaratan administrasi; dan 
b. persyaratan teknis. 

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas: 
a. surat permohonan pendirian SD ditujukan kepada Bupati Batang 

melalui DPMPTSP dan ditembuskan kepada Dinas; 
b. fotokopi identitas pendiri; 
c. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan 
d. susunan pengurus dan rincian tugasnya. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri 
atas: 
a. basil penilaian kelayakan oleh Dinas; 
b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 

(lima tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan 
c. jaminan pembiayaan pendidikan SD paling singkat 5 (lima) tahun 

berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 60°/o 
(enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan kebutuhan rencana 
anggaran belanja dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan 
Pendidikan untuk 5 (lima) tahun pertama. 

(4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
meliputi: 
a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan 

yang akan digunakan untuk penyelenggaraan SD yang sah atas nama 
pendiri dengan luas minimal sesuai dengan standar sarana dan 
prasarana pendidikan; 

b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam 
bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari 
kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi 
pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya 
hubungan dengan organisasi induk, kecuali untuk SD yang didirikan 
oleh Pemerintah Daerah; 

c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan SD paling 
sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran; 

d. data mengenai jumlah penduduk anak usia 7 (tujuh) sampai 12 (dua 
belas) tahun pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan SD, 
jarak dengan SD sejenisnya serta daya tampung peserta didik; 

e. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang 
memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan 
menurut peraturan perundang-undangan; 

f. data mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia 
o,::1,l,11r".l't""I re.: l,11.,...".ln nn,.ro .,.......,~m~n111 <'.'t-l'.lnr1 c r cu:,-r,.:,n ,:a rl en ?"'\rf".li C'ar.r:,'t""\ r:i 
""'-"..1.1tr..'1,A,...L ....._.&..LE, .&.1tr..~.l.1LA...L..l.E,..l..&.J \.A .1..&..l.\,,.,.L.&..&.'-'.L.1.1.A..A. '-.JILC.A..&...l.llr..A.c.A...l. -..,c.A...L ............ ..&.f.A. U.c.A..&..I. _tJ'.I.. c.A.Vll.A..L I.A...L.Lc.A.. 

Paragraf 2 
Persyaratan 

Pasal 17 

(3) Badan penyelenggara berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan 
lain sejenis. 

hukum. 

a. Pemerintah; 
b. Pemerintah Daerah; atau 
c. Masyarakat. 

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 
~""Y"IN"',-, +,,. ... 1,,.h;l-, ~..,.h11h1 TYH>Trlh,,...-,+11lr h,:,~,:,,-, T'\""Y"ln""l""-n,vrrar,:, h,,. ... h..,.~,:,-n 
'""-V.&..&.6,c.A...1..1. \..V.I. ..LVV.&...l.&. "-'I.\.A.&..l.~.&.11,A,. .&..&..&.V.1...l..&J.JV..l..&.t..t..A...l.lt... f.Jf.A.'-4.f.A..I..&. _tJ'-'..1..&.J v..a..v.a..a.e,t:,""--" \.A t..J'-".&. f.Jf.A.'-A.L4..J...&. 
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Pendidikan untuk 5 (lima) tahun pertama. 

( 1) Persyaratan pendirian SMP terdiri atas: 
a. persyaratan administrasi; dan 
b. persyaratan teknis. 

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
terdiri atas: 
a. surat permohonan pendirian SMP ditujukan kepada Bupati Batang 

melalui DPMPTSP dan ditembuskan kepada Dinas; 
b. fotokopi identitas pendiri; 
c. surat keterangan domisili dari kepala desa/ lurah setempat; dan 
d. susunan pengurus dan rincian tugasnya. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a. hasil penilaian kelayakan oleh Dinas; 
b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 

(lima tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan 
c. jaminan pembiayaan pendidikan SMP paling singkat 5 (lima) tahun 

berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 600/o 
(enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan kebutuhan rencana 
..,...,NN<>r<>..., hot..,...,;.., ,.::i..,1..,n-, Do...,,-...,.,..,.., T-nrl11lr Oo...,r,on-,h<>-nno-n ~<>-l-11<>..., 
'--4.&...1.E,bt....4.Lt.A...1..&. ._,,V.&.~.&.JI.A "-A.CA..1.4.A..I..A..&. ..l.'-V.&..I..V'-A...1...&.f.A.. .1...1...1."4."'4...&.~ .&. V.&...1..E,V..1..&....&.t.J~..1....1.f:,f..A...&...l. ..._,~1..\.A'-"-..1..1.. 

Pasal 18 

2. dekat dengan pemukiman penduduk; serta 
k. prospek pendirian SD dari segi pendaftar, keuangan, sosial dan 

budaya. 
(5) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana 

dirnaksmd n:::icl:::i avar nl b nr-uf h. n:::ilim.:r sPclikit rnermrar: -·· -- ----- .... ---------_,;·--,-, ---- ·1i·-- .,._;,---· - - -----· 

a. pendahuluan, meliputi: 
1. latar belakang; 
2. dasar hukum; 
3. maksud dan tujuan; 

b. kondisi umum sekolah; 
c. visi, misi dan tujuan sekolah; 
d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar 

pelayanan minimal pendidikan dan/ atau standar nasional pendidikan; 
e. isi dan kurikulum pendidikan yang digunakan; 
f. peserta didik; 
g. pendidik dan tenaga kependidikan; 
h. sarana dan prasarana; 
i. pendanaan; 
1. sistem evaluasi dan sertifikasi; 
J. struktur organisasi; 
k. pengelolaan, manajemen dan proses pendidikan; 
1. peran serta masyarakat; dan 
m. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima] 

tahunan. 

1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah 
pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) 
karena dapat membahayakan clan mengganggu kesehatan serta 
keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, 

g. data mengenai isi dan kurikulum pendidikan yang akan digunakan; 
h. data mengenai sistem evaluasi dan sertifikasi; 
1. data mengenai manajemen dan proses pendidikan; 
j. prospek pendirian SD dari segi tata ruang, geografis dan ekologis, 
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tahunan. 
m. 

prasarana pendidikan; 
b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam 

bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari 
kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi 
pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya 
hubungan dengan organisasi induk, kecuali untuk SMP yang 
didirikan oleh Pemerintah Daerah; 

c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan SMP 
paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran; 

(I n;:it.A mP.nP'P.n:::11 11lm1Rh nP.nOlJOllk ariak llSl.A 1 ~ (tiP'R hP.1.As) snrrmai 1 S -- - - - - - - ......, - - - J -- - - .1.- - -· ... -- -- - - - - -- - - - - ' - c...,· - - - - - - , - - - .1: - - - 

(lima belas) ta.bun pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan 
SMP, jarak dengan SMP sejenisnya serta daya tampung peserta didik; 

e. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang 
memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan 
menurut peraturan perundang-undangan; 

f. data mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia 
sekurang-kurangnya memenui standar sarana dan prasarana 
pendidikan; 

g. data mengenai isi dan kurikulum pendidikan yang akan digunakan; 
h. data mengenai sistem evaluasi dan sertifikasi; 
1. data mengenai manajemen dan proses pendidikan; 
j. prospek pendirian SMP dari segi tata ruang, geografis dan ekologis, 

dengan memenuhi: 
1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah 

pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) 
karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan serta 
keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, 
sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan 

2. dekat dengan pemukiman penduduk; serta 
k. prospek pendirian SMP dari segi pendaftar, keuangan, sosial dan 

budaya. 
(5) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat: 
a. pendahuluan, meliputi: 

1. latar belakang; 
2. dasar hukum; 
3. maksud dan tujuan; 

b. kondisi umum sekolah; 
c. visi, misi dan tujuan sekolah; 
d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar 

pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan; 
e. isi dan kurikulum pendidikan yang digunakan; 
f. peserta didik; 
g. pendidik dan tenaga kependidikan; 
h. sarana dan prasarana; 
1. pendanaan; 
1. sistem evaluasi dan sertifikasi; 
j. struktur organisasi; 
k. pengelolaan, manajemen dan proses pendidikan; 
1. peran serta masyarakat; dan 

(4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ~­ 
meliputi: 
a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan 

yang akan digunakan untuk penyelenggaraan SMP yang sah atas 
't"\f':l'1""t""tr:) ~onr1;....; A~no".:ll"t"'\ 11100 ...,...,.;.,.....;T\"'\':'.'1 ooc11,:,'1 rlo~tTon cf-ortrla-r C\r:'.lrt:t't""I'=> rl,:,n 
..L..L'LA...L.I..A.f...A.. ,t'V..1..L'-'L.L..&. .&. \,,,&.'--'.&..1.E,'4..1...1. .A.t.A.f..A.U .a...1..&..l..&....l...&..L..&..&.L,t..A. l...>V'-'i..A..I.A....I. '-'LV.1..l.f:>~.1. ~t...foA...I...L'-A.I.A....&. ~I.A....&. L4..l...&.4.A. '-'L"""..&..£. 
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b. Kepala Dinas menelaah permohonan pendirian satuan pendidikan dasar 
berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut: 
1) memenuhi kelengkapan administratif, dengan menyertakan: 

;::i\ fornkoni iderrrita s rieridir]: 
I ..I.. .L I 

b) surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan 
c) susunan pengurus dan rincian tugasnya. 

2) memenuhi kelengkapan teknis, meliputi: 
a) dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan 

bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan satuan 
pendidikan anak usia dini yang sah atas nama pendiri dengan luas 
lahan sesuai dengan persyaratan pendirian; 

b) fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam 
bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari 
kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk 
organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan 
adanya hubungan dengan organisasi induk; 

c) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan 
pendidikan anak usia dini yang didirikan paling sedikit untuk 1 
(satu) tahun pelajaran; 

d) data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan 
dasar / sederajat yang telah ada dan yang akan didirikan dengan 
jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah 
terse but; 

e) data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan dasar yang akan 
didirikan di antara satuan pendidikan dasar sejenis terdekat; 

f) data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan satuan 
pendidikan dasar yang akan didirikan per usia yang dilayani; 

g) data mengenai kondisi lokasi yang akan didirikan satuan 
pendidikan dasar; 

h} rencana induk pengembangan satuan pendidikan; 

Dinas. 

a. Pendiri satuan pendidikan dasar mengajukan permohonan izin pendirian 
kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan 
pendirian satuan pendidikan dasar dan ditembuskan kepada Kepala 

berikut: 

Paragraf 3 
Prosedur 
Pasal 20 

pendirian SD Negeri dan/atau Pasal 18 untuk pendirian SMP Negeri serta 
memenuhi prosedur pendirian satuan pendidikan. 

(2) Pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
diberikan rekomendasi oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah 
TTIPTTIPnllhl npr~v~r~t~n tP'k-nl~ ~Ph~0~1TTI~n~ n1n,~'t.,,-~11n n~]~n, p~~~l 17 -------------- r---J------ -------- ----0--------- ----------·- ------- - --- ~. 
untuk pendirian satuan pendidikan SD/Sederajat dan/atau Pasal 18 
untuk pendirian satuan pendidikan SMP/Sederajat serta memenuhi 
prosedur pendirian satuan pendidikan. 

(3) Dinas wajib memfasilitasi pendirian satuan pendidikan dasar yang 
clisPlPnP"P";::irn kan oleh Perner-irrta h D;::ipr::i h cl::in I a ta n Perner+n ta b -- -- - ~~-- .. -- - - - . ... --- -- ·--- I-·---·-· - - --- . 

( 1) Pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi 
.,...,,.,..c,n.,.,...,.,t-.,..,.... +,,.1,,..,,,;c, .,,,,.h.,....,.,.;....,.,.,....,.,. r1;....,..,.l,c,11rl rl.,.1.,.,....-, p..,..,,.,.1 17 11-n-l-111, 
.t,'~..1.'tJJ L4..Lfo.A..1.- ............ .&. 1.-V.A.'!lrr,,,..1..L.LV VVUL4.f:,LA..L.L.L.&.l..4..l..l.l.4 \..4..J..L..l..Lt...4...1..'!t,,.V......_"'4 '"'4.c..A...&.t..4...1..L.&. .I. L4.\JL4...I. ..LI \,A,,.l..&.\,.t,,A,.L'l,.. 

Pasal 19 
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( 1) Izin pendirian satuan pendidikan dasar berlaku sampai dengan adanya 
pencabutan izin pendirian. 

Pasal22 

b, Kepala Dinas memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan 
atas permohonan izin pendirian satuan pendidikan dasar, paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan izin pendirian satuan 
pendidikan dasar diterima oleh Kepala Dinas. 

(?) RPrrl!:!<:i!:lrl.!:ln rPl.nn1Pnrl!:lc:i1 KPn!:ll!:! n1n!:l<:1 KPn!:lb nPl\tfP'T'~P TnPnPrh1tl.!:ln ,-, - -- ----- ---- - -------------- ---·r---- - -----, --- r-- - - -·-- - -- -------- -------- 
keputusan izin pendirian satuan pendidikan dasar atau penolakan izin 
pendirian satuan pendidikan dasar, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
surat rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin 
pendirian satuan pendidikan dasar disampaikan oleh Kepala Dinas. 

(~\ Dalam hRl nermohonan izrn nend+rian sa+uan nenriidikan ORRRr 
\ I ,a. ..&. ..&. 

direkomendasikan ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon diberikan 
kesempatan paling cepat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat 
penolakan izm pendirian satuan pendidikan dasar agar yang 
bersangkutan melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk selanjutnya 
diajukan kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 4 
Penerbitan Izin Pendirian 

Pasal 21 

j) data mengenai jumlah penduduk anak usia pendidikan dasar pada 
desa/ kelurahan tempat yang akan didirikan satuan pendidikan 
dasar, jarak dengan satuan pendidikan dasar sejenisnya serta daya 
tampung peserta didik; 

1.l rh::it!:l TnPncrPn!:11 111n1l!:lh nPnrl1rl1l. rl!:!n tPn!:lcr!:l l.PnPnrl1rl1l.!:ln v!:lncr --, ---- ------o----- J ------- r --- ------ ---- -----o- ---r ------------ .; --o 
memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan 
menurut peraturan perundang-undangan; 

1) data mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia 
sekurang-kurangnya memenui standar sarana dan prasarana 
nPn<ii<iik::m: 
J,: - -· -· . • ,/ 

m) data mengenai 1s1 dan kurikulum pendidikan yang akan 
digunakan; 

n) data mengenai sistem evaluasi dan sertifikasi; 
o) data mengenai manajemen dan proses pendidikan; 
p) prospek pendirian satuan pendidikan dasar dari segi tata ruang, 

geografis dan ekologis, dengan memenuhi: 
1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, 

limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan 
tinggi (sutet) karena dapat membahayakan dan mengganggu 
kesehatan serta keramaian/hiburan yang dapat mengganggu 
aktivitas belajar, sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; 
dan 

2. dekat dengan pemukiman penduduk; serta 
q) prospek pendirian satuan pendidikan dasar dari segi pendaftar, 

keuangan, sosial dan budaya. 

i) jaminan pembiayaan pendidikan dasar paling singkat 5 (limij· 
tahun berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana 
sebesar 60°/o (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan 
kebutuhan rencana anggaran belanja dalam Rencana Induk 
p.,....,,....,...,...h,,.,....,...,,.,.... Q,:,-l-11,:,-n 0,:,-nrl-irlil,,,..., 11 ...... -1-111, t:; (1-i....-.,:,\ -I-oh,,..., -n,:,r-l-,:,n-,,:,• 
.I. ~..&..1.E,"-"..&...&...&.U'-.A...i..LE,,1.A...L..1.. ..._,'I.A.l..\..4.'-.A...L.I. ..&. "-"..&..1.'-A.L\.A..l..L,._'-A.L.L \,.4,.1..1.1....t.A..Lll.. '.J \..&..&..&..&..1.LLJ lA..4,..1...1..\,A,..I...I. _t-'V..I.. t...LI..L.&...1.1.A.' 
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(1) Penggabungan satuan pendidikan dasar dapat dilakukan hanya untuk 
penggabungan SD dengan SD. 

(2) Penggabungan SD dengan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan apabila: 
a. penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan; 
b. lokasi SD yang digabung berada pada satu lokasi yang sama; 

Bagian Ketiga 
Penggabungan 

Pasal 24 

pendirian satuan pendidikan dasar serta mengikuti prosedur pendirian 
satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 
18 dan Pasal 19 Peraturan Bupati ini. 

(4) Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan pendidikan dasar 
antarrnac;maral.at 1.Pnana l(pnala nPMP'T'~P nPnuan n,plan,nirl.an nnl.11n,pn -----------.,------- ---.r---- ---.r---- -- -·-- --- ----o--- --------.r------- ----------- 
serah terima satuan pendidikan dasar dari pendiri lama kepada pendiri 
baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar. 

(5) Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan pendidikan dasar 
yang semula diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah, Pemerintah 
Provin si rneriiadi sa+uan nerididikan cfas;:ir varia oisPlP.nP-P-RrR kan oleh 

J .... .J "'"" "'-""-' 

Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan melampirkan dokumen 
persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7, 
Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Bupati ini. 

(6) Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan pendidikan dasar kepada 
Kepala DPMPTSP dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan 
pendidikan dasar yang baru. 

(7) Kepala DPMPTSP mengeluarkan Surat Perubahan Satuan pendidikan 
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) setelah mendapatkan 
rekomendasi dari Kepala Dinas paling lama 15 (lima belas) hari sejak 
diterimanya rekomendasi dari Kepala Dinas. 

(8) Dalam hal permohonan perubahan satuan pendidikan dasar 
direkomendasikan ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon tidak 
dapat mengajukan perubahan satuan pendidikan dasar. 

a. perubahan nama; 
b. perubahan bentuk; 
c. perubahan pendiri antarmasyarakat; 
d. perubahan status; dan/atau 
e. perubahan lokasi. 

(2) Pendiri melaporkan perubahan nama satuan pendidikan dasar kepada 
Kepala DPMPTSP dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan 
keputusan pengurus/pengelola satuan pendidikan dasar. 

(3) Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan pendidikan dasar 
lrA-nr:>rlr:> VA-nr:,lr:, nPl\/l"P'T'QD rlo ... ..vo ...... rnAlorn-n;rlro ...... lrAlA-n<Tlr,:,-n,:, ... -nArc:,n,:,rr:,+r:,-n 
.&.~VJ:''4'"-41...4. .I..Jro..Vj:JL4....1..t..A .,_..,...._ .1.9..L.I. .&. .._.,.&. "4~.L.LE,1..A...1....1.. ..L..L..1..V..l..1.A...L..1....1.._t-'..I...I.. .&.Jro.."4..L.L .LJro.."'.L'-'.1...1..f:).&.Jro..t..A..t'~.&. .t"'V.&. .._,j Co.Li LA,.IA.A..&..&. 

Bagian Kedua 
Perubahan 

Pasal 23 

(2) Kecuali setelah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya 
pendirian satuan pendidikan dasar tidak lagi memenuhi persyaratan 
pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18, Kepala 
Dinas wajib melaksanakan evaluasi untuk merekomendasikan 
-n ....... ,....,,1-..,+..,, ... ;,,.;....., -no-nr1;...;..,,.,.... lro-nr:,rlr:, VA-nr:,lr:, nPl\lrP'T'QD 
.}-'V..l....1..'vt...A.V"4.\.A..4.I.A ,J.LJ..1...1..&. J:-'"-'.L..L'-4...1....1...J.."4...1....I.. .&.~V,t-'"I..A.""'I..A. ..I.Jro..'-'.Pt..A..1.1..A. .,_..,..I.. ..1..•.1..1. .I. t,,J.A. • 
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(4) Penutupan SD atau SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti 
dengan: 
a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga 

kependidikan kepada SD atau SMP lain yang sejenis; 

Dinas. 

b. SD atau SMP tersebut tidak layak berdasarkan hasil evaluasi Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). 

(3) Penutupan SD atau SMP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dengan 
mencabut izin pendirian SD atau SMP berdasarkan rekomendasi Kepala 

(1) Penutupan SD atau SMP dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 
(2) Penutupan SD atau SMP dilakukan apabila: 

a. SD atau SMP tersebut sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan 
layanan pendidikan dasar selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 

Bagian Keempat 
Penutupan 

Pasal 25 

(3) Penggabungan SD dengan SD tidak dapat dilakukan apabila dalam satu 
Desa tersebut hanya ada satu-satunya SD yang akan digabung. 

(4) Apabila SD yang akan digabung tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah, maka Dinas wajib memfasilitasi penggabungan SD tersebut dan 
menyampaikannya kepada Bupati untuk mendapatkan Surat 
Penggabungan Sekolah. 

(5) Apabila SD yang akan digabung tersebut diselenggarakan masyarakat, 
maka Pendiri mengajukan izin pengabungan yang telah memenuhi 
persyaratan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan berita acara 
rn:~nP-P-::ihnrn,:=m cfo;;prt::ii rlP.nP-::in kPlP.nP-k::in::in nP.rsv::ir::it::in nPnrliri::in S'D .1.-- ~----- ~-- -- ··- --- --- c....,·· - - c.....> -- ..... --- ~-- "J"" --·-- .... -- -- -- - 

serta mengikuti prosedur pendirian SD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17. 

(6) Penggunaan nama dari hasil penggabungan SD dengan SD dipilih nama 
SD yang paling dahulu disebut dalam nomenklatur sekolah beserta nomor 
pokok sekolah nasionalnya. 

(7) SD yang telah digabungkan secara administratif dihapus beserta nomor 
pokok sekolah nasionalnya. 

(8) Kepala DPMPTSP mengeluarkan Surat Penggabungan SD yang 
diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah 
mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Kepala Dinas. 

(9) Dalam hal permohonan penggabungan SD yang diselenggarakan 
masyarakat direkomendasikan oleh Kepala Dinas ditolak, maka kepada 
pendiri atau pemohon tidak dapat mengajukan penggabungan SD. 

(10) SD yang digabung mengalihkan tanggungjawab edukatif dan administratif 
peserta didik dan tenaga kependidikan kepada SD hasil penggabungan. 

( 11) Aset dan sarana prasarana yang dimiliki oleh SD yang menggabung bagi 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 
dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. 

( 12) Penggunaan dan pelimpahan aset eks-SD menggabung yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• c. sudah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Pemerin~· . '. , 
Desa setempat; 

d. sudah melalui tahapan audensi dengan masyarakat setempat; serta 
e. melalui studi kelayakan oleh Dinas dan dinyatakan bahwa SD yang 
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( 1) Satuan pendidikan nonformal yang didirikan di Daerah terdiri atas: 
a. LKP; 
b. PKBM; 
c. Kelompok Belajar; 
rl 1\lf.-,-i.ol-io 'T'<:>1,1-i.....-.· 
"-"-• .L¥.L1.A.JV.L.&.V .l.1.A..L1t,.,.&..L.L.&..L) 

merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib 
mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte 
nPnntri~n nPr~Pk-11t11~n nPrn~ti:i 11nt11k- mpnnirik-~n ~~t11~n PATTn ~Ph~o-~i r---------- r-- --------- r-- ---- -----·-- --------------- ------- - · -- - ----o-- 
tujuan kelompok orang yang bersangkutan. 

(4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat 
nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis. 

(1) Satuan pendidikan nonformal dapat didirikan oleh: 
a. Orang perseorangan; 
b. Kelompok orang; atau 
c. Badan hukum. 

Paragraf 1 
Subjek 

Pasal 27 

Bagian Kesatu 
Pendirian 

BAB VI 
TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN 

PROGRAM DAN/ ATAU SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 

(1) Izin pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan SD atau 
SMP yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP ditembuskan kepada 
Kementerian, Pemerintah Provinsi, Bupati, Kepala Dinas dan Instansi 
terkait. 

(?\ 1'P.rh::i<i::in ner-uba'han dara akibar neridir-ian. nerubahan nP.nP'P-Rhnnp;::in 
, ·1 - ---·-- .... - .a: - ··· · -- -- ------- -- · ·-· .1.· - -- -- 1 .1.· - -- - -- -- 1 .1.· - ~--·· -- u··· 

dan penutupan SD atau SMP dalam sistem data pokok pendidikan 
nasional dilaksanakan setelah Izin pendirian, perubahan, penggabungan 
dan/atau penutupan SD atau SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterima Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

(3) Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas menyusun standar prosedur 
pelayanan dan standaroperasional prosedur terhadap masing-masing 
tugas dalam pelaksanaan pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau 
penutupan SD atau SMP sesuai dengang kewenangan dan tugas masing­ 
masing. 

Pasal26 

ditentukan oleh penyelenggara SD atau SMP yang bersangkutan; serta 
d. penghapusan nomor pokok sekolah nasional. 

b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepadi'· 
kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

c. penyerahan aset milik SD atau SMP yang diselenggarakan oleh 
-rn,:,ou,:,-r,:,1,-,.t- ,.;i.,,.,.,.,, + rl,o,,_ .,,1,1,.,, .... 1,.,,..,.,.,,,.;i.,, c:::n ..,, ... ..,,,, C:::1\lfP 1.,,,.,... .... u,:, H".l1'1(T 
..L4.LCA.~J I.A..&. t.A.A.'Jt..l..4L '-AI.A.._t-'I.A..t... '-"-.I.UV f.A..L.1..&.lt,.,t,..,1..L..1. ...._,._ ....... _tJt.A.'-A\.A. lt.J~ t..4\..\A.\,A. ...._,.L.,.L.J. .Lt.A..l..L.L..1..A...) I.A., J CA...L..Lf:, 
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b. pendidikan kecakapan hidup; 
c. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/ atau 
d. pengembangan budaya baca. 

(3) PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program: 
R. rsend idikan ariak U~l::! djrri: . , 
b. pendidikan keaksaraan; 
c. pendidikan kesetaraan; 
d. pendidikan pemberdayaan perempuan; 
e. pendidikan kecakapan hidup; 
f. pendidikan kepemudaan; 
g. pendidikan ketrampilan kerja; dan/ atau 
h. pengembangan budaya baca. 

(4) Majelis taklim yang didirikan dapat menyelenggarakan program: 
a. pendidikan keagamaan Islam; 
b. pendidikan anak usia dini; 
c. pendidikan keaksaraan; 
d. pendidikan kesetaraan; 
e. pendidikan kecakapan hidup; 
f. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/ atau 
g. pendidikan kepemudaan. 

(5} Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program: 
a. pendidikan anak usia dini; 
b. pendidikan keaksaraan; 
c. pendidikan kesetaraan; 
d. pendidikan kecakapan hidup; 
e. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/ atau 
f. peningkatan minat baca, seni dan budaya. 

(6) Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program: 
a. pendidikan kecakapan hidup; 
b. pendidikan pemberdayaan perempuan; 
c. pendidikan kepemudaan; dan/ atau 
d. pendidikan seni dan budaya. 

(7) Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan 
program: 
a. pendidikan kesetaraan; dan/atau 
b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik. 

a. pendidikan keaksaraan; 

c. pelatihan kepemudaan; 
d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/ atau 
e. bimbingan belajar. 

(2) Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program: 

( 1) LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program: 
a. pendidikan keterampilan kerja; 

Pasal29 

e. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis. 
(2) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga 
bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan 
r1 ~ t""t" ""'1.,..., .-. ,.,. 1.,,. 1-. V """""' .o-n t-.o.,...;..,.,., l.A..LLVLLl...t,'.&.,r,,.1,.A...1..1. '-J.LV..&..&. .LJr..V.&..L.&.V.1..&.LV.L .Lt.A..&..&.• 
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dimaksud dalam Pasal 28 dan/ atau program pendidikan nonformal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas: 
a. persyaratan administrasi; dan 
b. persyaratan teknis. 

(')\ PPrQvi::iri::iti::in i::irini1n1Qtri::1Q1 QPhi::10-i::11n,i::ini::i ri1nii::i \.Q11t1 ni::irii::i i::ivi::it ( 1 \ h11r11f i::i ,-, - ---J------- -------------- ----0--------- ---------·- r---J-- ,-, -----·- - 
terdiri atas: 
a. surat permohonan pendirian satuan pendidikan nonfornal ditujukan 

kepada Bupati Batang melalui DPMPTSP dan ditembuskan kepada 
Dinas; 

b, fotokoni irlPntit::i~ rienrlir-i: - - - -..1.· -·· - ..•• - ),." - -· J 

c. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan 
d. susunan pengurus dan rincian tugasnya. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a. hasil penilaian kelayakan oleh Dinas; 
b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; 
c. Rencana Pencapaian Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Program Pendidikan Anak Usia Dini, paling lama 3 (tiga) tahun bagi 
satuan pendidikan nonformal yang mengajukan pendirian atau 
penambahan program pendidikan anak usia dini; 

d. jaminan pembiayaan pendidikan nonformal paling singkat 5 (lima) 
tahun berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 
60o/o (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan kebutuhan 
rencana anggaran belanja dalam Rencana Induk Pengembangan 
Satuan Pendidikan untuk 5 (lima) tahun pertama. 

(4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
meliputi: 
a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan 

yang akan digunakan untuk pembelajaran pendidikan nonformal; 
b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam 

bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari 
kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi 
pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya 
hubungan dengan organisasi induk; 

c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan 
dan/atau program pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun 
pelajaran; 

d. data mengenai jumlah penduduk usia sasaran sesuai dengan satuan 
pendidikan nonformal yang akan didirikan pada desa/kelurahan 
tempat yang akan didirikan satuan pendidikan nonformai, jarak 
minimal 3 (tiga) kilometer dengan satuan pendidikan nonformal 
sejenisnya serta kapasitas dan daya tampung peserta didik; 

e. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang 
memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan 
menuru t peraturan perundang-undangan; 

f. kondisi lokasi yang akan didirikan satuan pendidikan nonformal 
harus: 
1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah 

pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) 
lr.-:>rtP.,..,,., r1,:,'l""lo+ m'3-rnh,:,'ho·p,:,lro....., r1t:>T"I '1"Y\.P'1'"'1rTNr:J-n-lTf"Tll l.r~C'.o'ho+"='.,.., C'.o.......+,:, 
.L.ltr..t.A..L V.L.Ll,A. '-A.t.A._t"fo.4.\.. ..L.A..LV.L.L.LUl..4...L.Lt.A..J t.A..L~lt.A..&..L '-A.'-"--1..L .L.L.L'-"'.J...1.E,E)c.A...L.LE,b'-4. .l."'-'-"'"->V.l..Lt.A.\..1..4...L..I. VV.L \AA. 

Paragraf 2 
Persyaratan 

Pasal 30 
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Prosedur pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal adalah 
sebagai berikut: 
a. Pendiri program dan/ atau satuan pendidikan nonformal mengajukan 

permohonan izin pendirian kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP 
dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan dan/ a tau Program 
Pendidikan nonformal ditembuskan kepada Kepala Dinas. 

b. Kepala Dinas menelaah permohonan pendirian program dan/atau satuan 
pendidikan nonformal berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon 
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) memenuhi kelengkapan administratif, dengan menyertakan: 

a) fotokopi identitas pendiri; 
b) surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan 
ci susunan pengurus dan rincian tugasnya. 

2) memenuhi kelengkapan teknis, meliputi: 
a) dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan 

bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan satuan 
pendidikan anak usia dini yang sah atas nama pendiri dengan 
luas lahan sesuai dengan persyaratan pendirian; 

b) fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam 
bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari 
kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk 
organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan 
,:,rlr:,n,1,:, h11h11 ........ rYO"t'"t rlo......,t'YO,.., l"'\'f""l'Yl'.)'t""\~Of".'IIC'I-; .;....,r111l.r• 
L4.~L4..L.L.) L4. .L..1..\A..t..J\A..L.LE,L4..L.&. '-A.'°"'.L.LE,L4..L.L ......,.&. E,1..A...&..&..&.V"4.V.L .&..L.&. ...... ~.a.1ro.., 

Paragraf 3 
Prosedur 
Pasal 31 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat: 
a. pendahuluan, meliputi: 

1. latar belakang; 
2. dasar hukum; 
~ m~l...-~11rl rl~n t11111~n· - . -·------- __ ........ ~J _,.~ ... , 

b. kondisi umum sekolah; 
c. visi, misi dan tujuan sekolah; 
d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar 

pelayanan minimal pendidikan dan/ atau standar nasional pendidikan; 
P lcu rik u lu rn; 
f. sasaran usia peserta didik; 
g. pendidik dan tenaga kependidikan; 
h. sarana dan prasarana; 
1. struktur organisasi; 
j. pembiayaan; 
k. pengelolaan; 
1. peran serta masyarakat; dan 
m. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) 

tahunan. 
(6) Dokumen rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan 

program pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c didasarkan pada standar program pendidikan anak usia dini yang 
ditetapkan oleh Kementerian. 

keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas 
sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan 

2. dekat dengan pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini 
sesuai kapasitas yang direncanakan. 

(c;;;\ Q,,.,....,,.,,,......,. f,....,-1,,1,.. p,,....,,...,,..,.,..."h..,...-,(T.,,..., Q..,t-,,,,.,.... p,,.,....~.;,+;lro..-. l\T,....,.....f,.... ... .,.,...,,1 \\,JI .I. '-'-".L.&.VL4...l..l.L4. .1..1..L"-'- '-"'..L1ro.. .... V.i..1.fiV.L.L.LJ..Jl,.A,..L.i.E,t.A..L..l. t,.JL4.\...\A.II.A.L.L ..... V.L.L"-'-.&.'-A..i..i.ll..L4..L..I.. .L. '-"'.1...1..&.'-..I.L .&..L.LI.A,..L 
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( 1) Izin pendirian program dan / a tau satuan pendidikan nonformal berlaku 
sampai dengan adanya pencabutan izin pendirian. 

(2) Kecuali setelah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin 
pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal tidak lagi 
m.o,........DT1'1'1h1 ·1···u:>rc,,7,:,-ro+,::.n "'"'o-nrl~Mo-n oohon,:,;m~....,o r1;molrC11,rt rlolom Oocu:ll ~() 
.1..l..&.'-'.l..&..L"'.1..1.\.A..&..1...L .t-''\,,,.I. U.J &A...I. ILA..\.A.4..1...L t'"'.l..l.'-&..1..1..1.LA...1...L ""'-"1.JLA..E)IA..&..1..1..Lt.A...&..l.&.4 "4.&..&..&..1.LA...L""V\oA.'-A. '-A.L4..L~.&..L .L 1,A..V&.4.&. '-'V' 

Pasal33 

(2) Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas, Kepala DPMPTSP menerbitkan 
keputusan izin pendirian program dan/ atau satuan pendidikan nonformal 
atau penolakan izin pendirian program dan/atau satuan pendidikan 
nonformal, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat rekomendasi 
nPr~Ptl1111~n ~t~11 nPnol~k~n ~t~~ nPrrnnhon~n 171n nPnniri~n nroar~rn r----- J--- ---- r---------- ---- r------------- ----- r--------- r--o---- 
dan/ atau satuan pendidikan nonformal disampaikan oleh Kepala Dinas. 

(3) Dalam hal permohonan izin pendirian program dan/ a tau satuan 
pendidikan nonformal direkomendasikan ditolak, maka kepada pendiri 
atau pemohon diberikan kesempatan paling cepat 1 (satu) tahun sejak 
dikeluarkarmva surar rieriola kan izin nendirian rrrnsrrarn rian I :::it:.111 satuan 

.J ..L .&. J. .._, I 

pendidikan nonformal agar yang bersangkutan melengkapi dan memenuhi 
persyaratan untuk selanjutnya diajukan kembali sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. 

(1) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf 
b, Kepala Dinas memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan 
atas permohonan izin pendirian program dan/atau satuan pendidikan 
nonformal paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak surat permohonan izin 
,....,,..,..,,.t;...;,,.,.., "'"'+",,.,.., ,.....,....,,.t.;rt.;1.,..,. ... rt""'" ... rt.;+.,....;....,,, .nl,,.l-. u.,. .... ,,1,, n.;.,...,,"' 
_t-''-'.1..&."4A...L ..1.LA...1..1. VLA..\...\.A........_...&. t,'"'.1...1..""".A.~J..Llt,..4.AJ..&. "41.A.""I.A....&. '-A..&.C...'\,,,.I. J..L.1...LLA.. ....,.a.'-'J..1. .&. .......... 1-'&.A..L<-4 .£..,,# .1..1..&.I.A.V • 

Paragraf 4 
Penerbitan Izin Pendirian 

Pasal 32 

f) data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan program 
dan/ atau satuan pendidikan nonformal yang akan didirikan per 
usia yang dilayani; 

g) data mengenai kondisi lokasi yang akan didirikan program 
chm hit:::i11 s:::it11:::in nenriidikan nrmforrnal: -· . - I - - - - - - - - - - - - - - - .1· - .. - . - - - - - - I 

h) rencana induk pengembangan program dan/ atau satuan 
pendidikan nonformal; 

i) jaminan pembiayaan program dan/ atau satuan pendidikan 
nonformal paling singkat 5 (lima) tahun berupa deposito 
berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 60°/o (enam puluh 
persen) dari jumlah keseluruhan kebutuhan rencana anggaran 
belanja dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan 
Nonformal untuk 5 (lima) tahun pertama; dan 

j) rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan 
program dan/ a tau satuan pendidikan nonformal yang akan 
didirikan. 

n~n /~t~ll ~~t11~n nPnn1n1\.~n nnnfnrrn~l tPrfip\.~t· ---, ----· ------ r----------- ------------- ---------, 

c) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsunga~· 
satuan pendidikan anak usia dini yang didirikan paling sedikit 
untuk 1 (satu) tahun pelajaran; 

d) data mengenai perimbangan antara jumlah program dan/ atau 
c:,,:,t-11,:, ..... .,...,,..,..,,.t;,+;1.,.,, .......... l"\ .... fl"\......,....,,1 .,.,. ........ +,,.1,,l-. ,,,.t,, ,.t,,.,.., .,,,, ......... .,.1.,.,, ..... 
t,J"4.t..\.A.I.A,..I.J. }J''-"'..l..&.\,,A..L'-A...L.&.lt,..IA.J..L ..1..1.'-J.L.1..LV.L .L.L.&.LA...&. .) '-A..L.J.E:, L'-".I.ILA..&..I. ....._"4LA.. '-A.ILA...&..I. .) t.A...&...Lt:, ILA..J.lt,..LA...L.I. 

didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan 
dilayani di wilayah tersebut; 

e) data mengenai perkiraan jarak program dan/ atau satuan 
pendidikan nonformal yang akan didirikan di antara program 



( 1) Penggabungan satuan dan/ atau program pendidikan nonformal dapat 
dilakukan hanya untuk program dan/atau satuan pendidikan nonformal 
yang sejems. 

(2) Penggabungan program dan/ atau satuan pendidikan nonformal yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan apabila: 
a. penyelenggaraan program dan/ atau satuan pendidikan nonformal 

yang sejenis tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 
berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan; dan 

b. lokasi kedua program dan/ a tau satuan pendidikan nonformal yang 
sejenis berada pada satu lokasi yang sama. 

(3) Pendiri mengajukan izm pengabungan program dan/ a tau satuan 
pendidikan nonformal yang sejenis yang telah memenuhi persyaratan 
kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan berita acara penggabungan 
disertai dengan kelengkapan persyaratan pendirian program dan/ atau 
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Bagian Ketiga 
Penggabungan 

Pasal 35 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ketentuan ini. 
(4) Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri program dan/atau satuan 

pendidikan nonformal antarmasyarakat kepada Kepala DPMPTSP dengan 
melampirkan dokumen serah terima program dan/atau satuan 
TlPnf'l1rfrJ...-~n nnnfnrm~l f'l~n npnf'l1n brn~ U-Pn~f'l~ nPnf'l1n h~rll f'l~n r----------- ------------- ---- r------- ----- ---r--- r------- 
kelengkapan persyaratan program dan/ a tau satuan pendidikan 
nonformal. 

(5) Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan pendidikan dasar kepada 
Kepala DPMPTSP melalui Kepala Dinas dengan melampirkan surat 
kP.tP.n:mf!Rn rlornisnli rrrovra m dan I ara n sRhrnn nP.nnicf ika n nonforma 1 va nv 

c..J .I.. "-" I .I. .) "-" 

baru. 
(6) Kepala DPMPTSP mengeluarkan surat perubahan program dan/atau 

satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Kepala Dinas. 

(7) Dalam hal permohonan perubahan program dan/ atau satuan pendidikan 
nonformal direkomendasikan ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon 
tidak dapat mengajukan perubahan satuan pendidikan dasar. 

( 1) Perubahan program dan/ a tau satuan pendidikan nonformal berupa: 
a. peru bahan nama; 
b. perubahan bentuk; 
c. perubahan pendiri antarmasyarakat; dan/ a tau 
d. perubahan lokasi. 

(2) Pendiri melaporkan perubahan nama program dan/atau satuan 
---...:1:...:1;1___ ---'"---1 1----...:1- TT---1- T"'\nl.A'TYT'Cn ...:1----- __ 1 ;_1 _ 
pco.11u1u1.r..a.1.1 .l.lV.lHV.L J.1.la..l .r..copa.ua. n .. c;pa..ia. LJ.l .lV.11 1, .. H Ul:'.lJ.~a..lJ. .lHCO.La.J.Hpu fi.a..l.l 

berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan 
pendidikan dasar. 

(3) Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan pendidikan nonformal 
kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan kelengkapan persyaratan 
"""0.,......,-1;.,...;,:,n CU:\f-lll'JI.,.., T'\O.,.,,..i;,..1;1..,.,:)1""1 ~t:lC'f'3'r C'~'1""+1':\ monn-;1., ... 1+; T"\..,..."CIO~llr '1''"U::tlo.,..,r1;nl':,'t"'t 
f-'V..l...1..'-4.1...L .1..1.4.t...l.. V~l,..'-4.~.&. ,t-''-'..L.1..'-,.&..L'-A,..1....1.11..1.A...1..I.. \,,A.c.A.V'-"..I.. VV..L Le.A. .1....L.LV..L.&.E:,..L.&.~'-4.\....&. J:-'.I. '"'""'-"'\...&.'""-.&. _t-'"""..1...1..'-.&-.L..L .l..«.A...1...1.. 

Perubahan 
Pasal 34 

Kepala Dinas wajib melaksanakan evaluasi untuk merekomendasika!;l· 
pencabutan izm pendirian program dan/atau satuan pendidikan 
nonformal kepada Kepala DPMPTSP. 
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(1) Izin pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan program 
dan/ atau satuan pendidikan nonformal yang diterbitkan oleh Kepala 
DPMPTSP ditembuskan kepada Kementerian, Pemerintah Provinsi, Bupati, 
Kepala Dinas dan Instansi terkait. 

('1\ 'l'o-rh ,-,,..1 r.,...,. ...,...,. ,, ho l-. ,:,..-, r1 <:>i-<:> o 1.,.--iho+ ...,...,...,r1;...; ,:,..-, ...,...,...., , ho l-, .,,...., -no-n rrrrr.> h, ,.,., ,.,..,,...., \"'-' J ... ,.,,., ... .l..A.f..A.'-1..CA..t' ~"" I.A. t.J(A...L.LL,f....1...1.. '-1..'-A.l..A..4 ............ ll...l....,I.A.t... l-''-"..1..1.."4.I..L .LL.f....L.L' t''-'".L I.A.fJ~.A.L4...L.I.' f-''-'..L.l.bt:,'-A.f.J ""'4...l..A.E,(A...L.L 

dan penutupan program dan/ atau satuan pendidikan nonformal dalam 

Pasal 37 

(1) Penutupan program dan/atau satuan pendidikan nonformal dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Penutupan program dan/atau satuan pendidikan nonformal dilakukan 
apabila: 
a. program dan/atau satuan pendidikan nonformal tersebut sudah tidak 

lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan dasar selama 2 
(dua) tahun berturut-turut; dan/atau 

b. program dan/atau satuan pendidikan nonformal tersebut tidak layak 
berdasarkan hasil evaluasi Dinas. 

(3) Penutupan program dan/ atau satuan pendidikan nonformal dilakukan 
oleh Kepala DPMPTSP dengan mencabut izin pendirian program dan/atau 
satuan pendidikan nonformal berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas. 

(4) Penutupan program dan/atau satuan pendidikan nonformal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan: 
a. penyaluran/ pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga 

kependidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan nonformal 
lain yang sejenis; 

b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada 
kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

c. penyerahan aset milik program dan/ a tau satuan pendidikan 
nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan 
kepada program dan/ atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang 
ditentukan oleh penyelenggara program dan/atau satuan pendidikan 
nonformal yang bersangkutan; serta 

d. penghapusan Nomor Pokok Sekolah Nasional. 

Bagian Keempat 
Penutupan 

Pasal 36 

dalam nomenklatur satuan pendidikan nonformal beserta nomor pokok 
sekolah nasionalnya. 

(5) Program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang telah digabungkan 
secara administratif dihapus beserta nomor pokok sekolah nasionalnya. 

u;i T(pni:ili:i nPl\,fP'T'~P rnPnoPlni:ir~i:in ~nri:it PPnooi:ihnnoi:in nrnori:irn ni:in /i:iti::111 ,-, ---r-- -- -·-- --- ------0--------- --·--- - ---oo --·--o-- r--c, --- -----, ---- 
satuan pendidikan nonformal setelah mendapatkan rekomendasi dari 
Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya 
rekomendasi dari Kepala Dinas. 

(7) Dalam hal permohonan penggabungan program dan/ a tau satuan 
nenrlidikan rionforrna l d irekornerrdasdka n oleh KP.nRlR DinRS dirolak. maka .1.- - -· -- - - - - - - -· - - - •• • - - - - - - • .1.· - - - • - - - -- . - . - I • • - • 

kepada pendiri atau pemohon tidak dapat mengajukan penggabungan 
program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang sejenis. 

satuan pendidikan nonformal yang sejenis serta mengikuti prosed~· 
pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang sejenis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 

(4) Penggunaan nama dari hasil penggabungan satuan pendidikan nonformal 
rl,...,.,ilil-, -nr.>.,..,..,r.> coi-110-n "t"'\o-nrl-irl-il.,.-r.,-n -n.n-nf.n~ol Fr.>-nrr nol1-nn rlol-.11111 rl-ic,oh11+ 
Y-.1..t-'.A.L.LA..A. .I..J..'-4...L.I..Lc.A. UI..A..t...l.A.L4.i..l. _tJV.L.l.'-4.L~.L.&.~t.A..l..J.. .&.J..'-".L.L.i.'-J.L .I...L.I.L4..&. .) 1.,L.,A..LE, ,t-'I.A.l....t..1...&.f, Y.t...La..1.1.A..LI.A. Y..A.\J'-'t.J'-4 .... 
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dimaksud pada ayat ( 1) 
mendapatkan disposisi 

Kementerian Lain atau oleh Kementerian, Kementerian Agama, 
Pemerintah Provinsi. 
Net konsep surat rekomendasi sebagaimana 
diajukan oleh Kepala DPMPTSP setelah 
nPr<:i.Ptnini::in i::iti::111 nPnnli::ik-i::in rli::iri R11ni::it1 r-- --- .1--- ---- r----------- --- - -·r--· 

(3) 

(1) Persetujuan rekomendasi Bupati diberikan apabila: 
a. basil studi kelayakan oleh tim penilai dinyatakan layak; dan 
b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Persetujuan rekomendasi Bupati dikeluarkan melalui surat rekomendasi, 
rlo.-. ,..,.....,..,...;.,,r1; n-roc,u<:>-r<>i- ;.,.;.., -n.o.-.rl-i-r-io-n c,,:,i-11<:>.-. n.o.-.r1-ir1-ilr<>-n uo-nrr r11lr.ol110-rlro-n 
'-A.'LA..L.&. .&..L.&. ...... .&...1.J'-4,i.,1..L .t"'.&.""'-'I.J..)'"""".L'-"'"" ..1."'..1..1..A.. J:-'V.&..&.'4..1..&..&.""'4.&. V'"4.\.,'"4.'-4..I...L J:..l'-"".&..&.\oA...l.'-'-..L.&.'1,,."4..1...1. .J'"""".A...&.Q '-4..L.4'1,,.V.&.'"4.'-"'i.-1..1.""'-~.&. 

Pasai 39 

( 1) Setiap satuan pendidikan yang izin pendiriannya dikeluarkan oleh 
Kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Lain dan Pemerintah 
Provinsi sebelum mendapatkan izin pendirian terlebih dahulu harus 
mendapatkan rekomendasi dari Bupati. 

(2) Tata cara pemberian rekomendasi dari Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi sebagai berikut: 
a. Pendiri mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati melalui 

Kepala DPMPTSP dengan menyertakan kelengkapan persyaratan 
pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
ini, serta ditembuskan kepada Kepala Dinas. 

b. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, disusun berdasarkan pertimbangan dari Kementerian, 
Kementerian Agama atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan 
kewenangannya masing-masing. 

c. Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas melaksanakan evaluasi studi 
kelayakan serta peninjauan lapangan terhadap satuan pendidikan 
yang akan diusulkan, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dinyatakan lengkap. 

d. Kepala Dinas menyampaikan laporan basil studi kelayakan serta 
usulan persetujuan atau penolakan terhadap rencana pendirian 
satuan pendidikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 
setelah melakukan peninjaunan lapangan terhadap satuan pendidikan 
yang akan diusulkan. 

e. Bupati memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan rencana 
pendirian satuan pendidikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak 
usulan rencana pendirian satuan pendidikan diajukan. 

Pasal 38 

BAB VII 
PENERBITAN REKOMENDASI PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN YANG 

DISELENGGARAKAN KEMENTERIAN, KEMENTERIAN AGAMA DAN 
PEMERINTAH PROVINS! 

pelayanan dan standar operasional prosedur terhadap masing-masing 
tugas dalam pelaksanaan pendirian, perubahan, penggabungan dan/ atau 
penutupan program dan/ atau satuan pendidikan nonformal sesuai 
dengang kewenangan dan tugas masing-masing. 

sistem data pokok pendidikan nasional dilaksanakan setelah 
pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan program 
dan/ atau satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diterima Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

(".t\ v on,:, lo nOl\,flYf'~ 0 r1 ,,,.... v """"'"' 1.,, n; ..... "'c, ....... .o-n-.11101 lV, oi-o-nrl .,,... n-r.n.o.orh , ... \'""'I .&.:I..V.PI.A.A.I.A. A,..;'..1.J..l'.&..A. ..l..t,,J.l. '-A.""--1,..&. .&.a.V_t,'4,.A...L'-4. .J....,.&...L.&."4.V ..I..L.&.V..L,4..J .... ..,'-"'-.L.&. ~t,..4,.A....1..&.'-&.1.A..&. _tJ.L'-''-'"-''-'-'-A..&. 
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(1) Penyelenggaraan program dan/atau satuan pendidikan yang didirikan 
tanpa Izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun 
dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar 
rnnii:ih\ - ·-- 1.-----,. 

(2) Penyelenggara program dan/atau satuan pendidikan yang didirikan 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kementerian, Kementerian Agama 
dan/atau Kementerian Lain tanpa rekomendasi Bupati, maka: 
a. Pemerintah Daerah tidak berkewajiban memberikan sumber daya 

untuk nenvelenaaaraan nendidikan kenada orozram dan/atau satuan 
.I. o,I '"-"._, .L ..&. .&. '-"' I 

pendidikan yang bersangkutan; 
b. Pemerintah Daerah tidak mengakui keberadaan program dan/atau 

satuan pendidikan yang bersangkutan; serta 
c. Program dan/ atau satuan pendidikan yang bersangkutan tidak 

memiliki hak dan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang 
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan di Kabupaten Batang. 
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BAB IX 
SANKS I 

(1) Setiap program dan/atau satuan pendidikan baik formal maupun 
nonformal di daerah dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan secara 
berkala. 

(2) Setiap program dan/ atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali untuk 
meninjau penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan. 

(3) Dinas melaksanakan evaluasi terhadap program dan/atau satuan 
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat 
sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Hasil evaluasi terhadap program dan/atau satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada pasal (3) dilaporkan kepada Bupati. 

Pasal 41 

BAB VIII 
RVAT .rr AST PRNYRT ,RNGGA R AA N 

PROGRAM DAN/ ATAU SATUAN PENDIDIKAN 

(2) Pembatalan rekomendasi Bupati dilakukan apabila satuan pendidikan 
yang akan didirikan tersebut temyata bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Penolakan atau pembatalan rekomendasi Bupati terhadap pendirian 
c;;i.i:1t11i:in nPnn;,Hl~i:in ,'I; h::n~ri:ih W-PUTPni:inoi:in l(pn,pntPr;i:in l(pn,pntPrii:in -- ............... -...... r _. ...... _ ... _ ......... ~... --- -·- · · ----- ---- · · ---------0------ ._.. .......... _. ...... --- -----, ...... _ ..... __ ............ _. ... ----- 
Agama, Kementerian Lain atau Pemerintah Provinsi, tidak dapat diganggu 
gugat. 

(1) Penolakan rekomendasi Bupati dilakukan apabila: 
a. hasil studi kelayakan oleh tim penilai dinyatakan tidak layak; 
h h,:a.-rf-13.,.,+~-nrr,:,'t""I ,,ic,.-r,nQ,n 'Y'\,:t,-r,:,+11-r,:,...-, ~o't"'11nl'"l,:..,...,n_11nr-l,:,nrt,:,"t"'\ 
V• V-V.I. l,..'-,.,.l..&.~.a.t:, ......... .1..1. '-A-"-'J..,1.E,<...4....1..L pv..1.~\..1.A..&.'4..1..1. ,tJ'-'..L \A...L..L."-4'-'Li.1.E,. \A....L.1..'-A.t.A...1...LE,1.A..&..I.• 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR I 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal lh Jo.V\~ 2020 

2020 
Ditetapkan di Batang 
pada tanggal IP Jcx"uac-, 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Program/satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan 
pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang sudah 
berdiri dan mempunyai izin pendirian sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun 
dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dilaksanakan evaluasi untuk 
mengajukan perpanjangan i?:in pendirian ~P:cm~i dengan k-PtPntn~n ini. 

(2) Program/ satuan pendidikan yang masih dalam proses pengajuan izin 
pendirian harus mengacu pada ketentuan ini. 
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BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

HKM
Typewritten text
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

HKM
Typewritten text
BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

HKM
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
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